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ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang disharmoni norma antara hukum adat dan
Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka teori negara hukum, ketika
dijumpal adanya tumpang tindih mekanisme hukum diantara keduanya. Untuk
menjawab pertanyaan rumusan masalah, apa yang mendasari disharmoni norma
antara hukum adat dan Qanun di Aceh dan bagaimana menselaraskan ketika ada
disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh.

Untuk mengkaji isu hukum di atas, digunakan metode penelitian hukum
normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach, conceptual approach,
dan case approach, untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam
hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari
sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari
perundang-undangan yang berlaku. Semua bahan hukum yang telah terkumpul
dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan, Pertama bahwa terdapat
beberapa hal yang mendasari adanya disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun
di Aceh, diantaranya politik hukum dari norma yang diatur serta terdapat
ketidakcermatan pembentuk kebijakan. Kedua, bentuk penyelarasan disharmoni
norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh dengan alternatif yang termaktup dalam
Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau
Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan
Perundang-Undangan.

Adanya Disharmoni mekanisme hukum antara peradilan adat yang ada pada
hukum adat dan peradilan syariah yang ada pada Qanun Aceh. Seyogyanya menjadi
suatu kajian yang mendalam khususnyaterkait beberapa kasus hukum yang sama,
namun ketika menjatuhkan hukuman dengan 'standar hukuman yang berbeda. Karena
antara hukum adat dan Qanun 'mempunyai standar masing masing.. Problemnya,
ketika hukum adat menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada hukum Qanun itu
sendiri. Yang secara hirarki peraturan perundang-undangan hukum adat dibawah
hukum Qanun. Perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan spesifik sebatas mana
hukuman Adat dalam menjalankan mekanisme hukumnya.

Kata Kunci: Disharmoni Norma Hukum, Hukum Adat, dan Qanun Aceh
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ABSTRACT

This study examines the disharmony of norms between customary law and
Qanun in Nanggroe Aceh Darussalam within the framework of the theory of the h
ukum state, when there is an overlap of legal mechanisms between the two. To answer
the question of problem formulation, what underlies the disharmony of norms
between customary law and Qanun in Aceh and how to harmonize when there is
disharmony of norms between customary law and Qanun in Aceh.

To examine the above legal issues, normative legal research methods are used,
using a statue approach, conceptual approach, and case approach, to find answersto
the legal issues studied. In the case of the collection of legal materials, technical
studies are used which are taken from representative sources of legal materials, legal
materials are sourced from applicable legislation. All legal materials that have been
collected are analyzed qualitatively descriptively.

The results of this study can be concluded, First, that there are several things
that underlie the disharmony of norms between customary law and Qanun in Aceh,
including legal politics from regulated norms and There is an inaccuracy of policy
formers. Second, the form of alignment of disharmony of norms between customary
law and Qanun in Aceh with alternatives contained in Permenkumham Number 23 of
2018 concerning Harmonization of Designs Ministerial Regulation, Draft Regulation
of Non-ministerial Government Institutions, or Draft Regulation of Nonstructural
Institutions by the Drafter of Laws and Regulations.

There is a disharmony of legal mechanisms between customary courts in
customary law and sharia courts in Aceh. It should be an in-depth study, especially
related to some of the same legal cases, but when imposing sentences with different
punishment standards. Because between customary law and Qanun have their own
standards. The problem s, when customary law imposes more severe penalties than
the law itself. Which is hierarchically customary law legisation ‘under the law of
Qanun. There needs to be clearer and more specific regulations on the extent to
which Customary punishment is carried out its legal mechanism.

Keywords: Disharmony of Legal Norms, Customary Law, and Qanun Aceh
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